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 KATA PENGANTAR  

  

Puji syukur kepada Allah SWT atas Rahmat dan hidayah-Nya semata, Rencana Kerja 

(RENJA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Tahun anggaran 2023 

dapat diselesaikan dengan baik.  

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban menyusun 

Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (Satu) 

tahun. 

Rencana Kerja (Renja) merupakan implementasi penjabaran dari Rencana Strategis 

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang memuat Tujuan, Sasaran, Evaluasi 

Kegiatan Tahun sebelumnya, Program dan kegiatan serta indikator kinerja.  

Dengan adanya Rencana Kerja diharapkan dapat menyusun RAPBD yang lebih objektif 

karena rencana program dan kegiatan dalam Rencana Kerja tersebut sedapat mungkin 

terukur dan telah memperhitungkan ketersediaan anggaran. 

 Akhirnya Rencana Kerja (RENJA) ini diharapkan dapat menjadi wujud pertanggung 

jawaban Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku dalam 

melaksanakan Visi dan Misinya sesuai Rencana Strategis Dinas. 

 

Ambon,       Maret 2023 

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Provinsi Maluku 

 

 

 

Ir. MARGARETHA E. E. SAMSON, M.Tech 

PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perencanaan pembangunan merupakan  suatu  proses perubahan  menuju arah 

yang lebih baik dengan mendayagunakan  berbagai sumber daya yang ada, dalam  

rangka  meningkatkan  kesejahteraan   sosial  dalam  suatu   lingkungan, wilayah/ daerah  

dalam jangka  waktu  tertentu.   Proses  perencanaan  yang  baik merupakan awal  bagi 

pembangunan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

yang sesuai dengan kebutuhannya. Perencanaan pembangunan   menjadi  tahap   awal    

dalam  proses  pembangunan,   yang  akan menjadi   pedoman/ acuan   dasar   bagi  

pelaksanaan   kegiatan   pembangunan. Dengan perencanaan yang baik diharapkan 

dapat menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan, terutama yang terkait 

dengan kesejahteraan masyarakat. 

Undang-undang Nomor 23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 

Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan 

Nasional mengamanatkan  bahwa setiap Pemerintah Daerah wajib menyusun    

dokumen   rencana    pembangunan    daerah.     Sebagaimana   yang tercantum  dalam 

Pasal  4  Ayat  1    Peraturan  Pemerintah Nomor  8  Tahun  2008 tentang   Tahapan,    

Tata    Cara    Penyusunan,     Pengendalian    dan    Evaluasi Pelaksanaan  Rencana  

Pembangunan  Daerah,   bahwa  Rencana  Pembangunan Daerah   meliputi  Rencana   

Pembangunan   Jangka  Panjang   Daerah   (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD),  dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).  Salah 

satu turunan  Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang harus  disusun  oleh 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  adalah Rencana Kerja  (RENJA)  OPD. 

Dokumen Renja adalah dokumen perencanaan  tahunan  yang merupakan 

penjabaran    dari   Dokumen   Rencana   Strategis   (RENSTRA)  OPD    yang  akan 

digunakan sebagai  masukan  dalam penyusunan  Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).  

Renja OPD  memuat tentang  sasaran  yang akan  dicapai,  arah kebijakan, program,   

kegiatan  dan  kebutuhan   pendanaan   setiap  tahunnya.   Penyusunan RENJA   Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Tahun 2024  merupakan    
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bagian   dari    pelaksanaan perencanaan tahun  ketiga Rencana Strategis (Renstra)  Dinas 

PKP Tahun 2019-2024. 

Sebagai dokumen rencana tahunan OPD, Renja Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Provinsi Maluku mempunyai arti yang strategis dalam mendukung 

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat 

beberapa hal sebagai berikut : 

1.  Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi 

dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 

(Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD). 

2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA, 

PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana 

Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024. 

3.  Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program 

kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum 

dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat 

Daerah. 

Pada tahun 2023 ini merupakan tahun empat pencapaian tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) 2019-2024. Mengingat 

arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program 

pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan 

hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur 

penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah. 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 antara lain : 

1.  Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu 

RKPD tahun berkenaan. 

2.  Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana 

tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan. 
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3.  Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan 

yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang. 

4.  Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil 

(outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan 

yang menunjukkan prakiraan maju. 

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan 

Strategis tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku 

menyusun Rencana Kerja Tahun 2024. Renja OPD yang telah tercantum dalam KUA dan 

PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran OPD.  

 

 

Gambar 1. 
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja 

 

1.2 Landasan Hukum 

Adapun yang menjadi Landasan hukum penyusunan Renja OPD Tahun 2024 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku adalah sebagai berikut : 

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; 

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. 
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4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional; 

6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang (RPJP) Nasional; 

9. Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia Tahun  2011  Nomor 7, 

Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja 

dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan 

Negara/Daerah; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah; 
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21. Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2018  Tentang Standar    

Pelayanan   Minimal.    Tambahan   Lembaran    Negara    Republik Indonesia Nomor 

6178; 

22. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

23. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 

tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah; 

25. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku; 

26. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan 

Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Secara umum, maksud penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Provinsi Maluku adalah untuk memberikan gambaran mengenai 

kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-

masing program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman untuk satu tahun mendatang. Secara khusus Rencana Kerja ini 

mempunyai tujuan: 

1. Memberikan landasan operasional bagi Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Provinsi Maluku dalam menyusun Rencana Kegiatan tahun 2024; 

2. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Plafon Anggaran 

Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024; 

3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan; 

4. Sebagai petunjuk operasional bagi penyelenggaraan pembangunan tahun 2024. 



 

 

6 

RENJA DPKP | 2O24 

5. Sebagai  instrumen  pengukur secara kualitatif dan kuantitatif capaian  kinerja Dinas 

PKP Provinsi Maluku dalam kurun waktu satu tahun  serta capaian  kinerja tahunan 

 

1.4 Sistematika 

Untuk memudahkan pemahaman dari konsep Rencana Kerja Organisasi 

Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi 

Maluku disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I : Pendahuluan 

  Merupakan penjelasan umum, latar belakang, landasan hukum 

penyusunan Renja OPD, maksud dan tujuan penyusunan Renja serta 

sistematika Renja Tahun 2024. 

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu 

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan 

Renja OPD tahun lalu (tahun n-4) dan perkiraan capaian tahun berjalan 

(tahun n-3), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan 

dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program 

dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya, Analisis 

Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Strategis Dinas, Review terhadap 

Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Program dan Kegiatan. 

Bab III  : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 

  Merupakan hasil telaah kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja 

OPD serta program dan kegiatan tahun 2024. 

Bab IV : Penutup 

  Menguraikan secara singkat mengenai penegasan kembali penyusunan 

Renja OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku 

Tahun 2024, serta harapan-harapan keberhasilan pelaksanaannya. 
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BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 

 

2.1.  Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022  

Evaluasi  hasil   pelaksanaan  kinerja  Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Provinsi Maluku pada tahun 2022 dilakukan  dengan melihat indikator  

kinerja  yang sudah ditentukan dalam Renstra Dinas PKP  Provinsi  Maluku Tahun   

2019-2024    terhadap   Indikator    Kinerja    Kunci    (IKK). Dinas PKP Provinsi Maluku 

pada tahun 2022 evaluasi hasil pelaksanaan  dan pencapaian pada  5  (Lima)  indikator  

kinerja  pembangunan daerah dengan capainnya  melebihi target  walaupun ada 1 

(Satu) Indikator Kinerja tidak mencapai target dikarenakan minimnya anggaran demi 

tercapainya target yg sudah direncanakan sebagaimana   tercantum   dalam  Tabel 1 

(Terlampir -1). Untuk evaluasi SPM (Standar Pelayanan Minimal) Tahun 2022 pada 

dinas PKP Provinsi Maluku itu sendiri bisa dilihat pada Tabel 2 (Terlampir-2). 

 Sedangkan untuk perkiraan pencapaian Indiktor Kinerja Tujuan dan Sasaran 

pada Tahun 2022 sampai dengan saat ini masih sesuai rencana. Secara lengkap 

rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan dan pencapaian kinerja program/ kegiatan 

sampai dengan Tahun 2021 dan realisasi capaian Tahun 2022 Dinas PKP Provinsi 

Maluku disajikan dalam Tabel 3 (Terlampir Tabel-3). 

2.2.  Analisis Kinerja Pelayanan Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Provinsi Maluku. 

Berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas PKP 

Tahun 2022, hasil analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Provinsi Maluku, sebagaimana tabel 4 (Terlampir-4.) 

 

2.3.  Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 

A.  Tugas Pokok dan Fungsi OPD 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi 

Maluku, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku mempunyai 

tugas: “Membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang 
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perumahan dan kawasan permukiman serta tugas pembantuan yang ditugaskan 

kepada daerah Provinsi”, dengan fungsi sebagai berikut : 

a. Perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman; 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan 

permukiman; 

d. Pembinaan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman; 

e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; 

f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; 

g. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

B.  Struktur Organisasi 

Strukutur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku 

disusun berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku dan 

Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku dengan susunan 

sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, terdiri dari : 

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; 

2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan 

3. Sub Bagian Keuangan dan Aset. 

c. Bidang Rumah Umum, terdiri dari : 

1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian; dan 

2. Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan.  

d. Bidang Rumah Swadaya, terdiri dari : 

1.  Seksi Perencanaan dan Pengendalian; dan 

2. Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan. 
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e. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari : 

1.  Seksi Perencanaan dan Pengendalian; dan 

2. Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan. 

f. Bidang Prasarana dan Pembiayaan, terdiri dari : 

1.  Seksi Perencanaan dan Pengendalian; dan 

2.  Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan. 

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

C.  Permasalahan Terkait Kinerja OPD 

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi 

Maluku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain: 

1.  Tingginya pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan bertambahnya 

jumlah rumah tinggal per KK (kepala keluarga) mengakibatkan masih tingginya 

tingkat backlog;  

2.  Masih banyaknya kualitas rumah di kawasan perkotaan dan pedesaan yang 

belum memenuhi kriteria layak huni; 

3.  Tingginya perpindahan penduduk/urbanisasi yang semakin meningkat 

menyebabkan kesan kekumuhan di lokasi padat penduduk; 

4.  Aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap perumahan beserta sarana 

prasarananya yang belum memadai; 

5.  Pembangunan perumahan khususnya di area perkotaan terkendala proses 

pengadaan lahan; 

6.  Data base Perumahan dan Permukiman yang belum ter-update; 

7. Terdapat Sisa Kawasan  Kumuh  seluas 1.238,43 Ha yang harus  ditangani. 

8. Belum mantapnya sistem koordinasi penyelenggaraan perumahan dan 

permukiman, antar wilayah maupun antar sektor. 

 

2.4.  Isu-Isu Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

  Isu-isu strategis yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku antara lain: 
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1    Belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal dibidang perumahan dalam 

rangka tercapainya target Rumah Layak Huni dan terjangkau serta penyediaan 

sarana dan prasarana dan utilitas yang memadai 

2.  Keterbatasan kapasitas pengembang (developer) yang belum didukung oleh 

regulasi yang bersifat insentif  

3.  Rendahnya keterjangkauan (affordability MBR baik membangun atau membeli 

rumah) salah satu penyebab masih banyaknya MBR belum tinggal di rumah layak 

huni (potensi perumahan dan permukiman kumuh)  

2.5.  Review terhadap Rancangan Awal RKPD 

 Ada lima pendekatan dalam penyusunan RKPD, yaitu pendekatan teknokratis, 

politis, partisipatif, top-down, dan bottom-up. 

1.  Pendekatan Teknokratis (Strategis dan Berbasis Kinerja) 

Dokumen RKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis. 

Kualitas dokumen RKPD sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan 

yang diusulkan RKPD dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah 

yang disepakati dalam Musrenbang RKPD. Penyusunan RKPD sangat erat kaitannya 

dengan kompetensi dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, 

mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan. Pendekatan 

teknokratis bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut: 

a. Review menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu 

b. Rumusan status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan 

pemerintahan daerah masa kini 

c. Rumusan peluang dan tantangan ke depan yang mempengaruhi penyusunan 

RKPD 

d. Rumusan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan 

e. Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana (kendala fiskal 

daerah) 

f. Rumusan dan prioritas program dan kegiatan OPD berbasis kinerja 

g. Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan dengan 

mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal 

h. Tolok ukur dan target kinerja keluaran 
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i. Tolok ukur dan target kinerja hasil 

j. Pagu indikatif program dan kegiatan. 

k. Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun berikutnya 

l. Kejelasan siapa bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, 

serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran 

2.  Pendekatan Demokratis dan Partisipatif 

Pendekatan demokratis dan partisipatif bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam proses 

pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan RKPD 

b. Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan non 

pemerintah dalam pengambilan keputusan 

c. Transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan 

d. Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum 

perempuan dan kelompok marjinal 

e. Rasa memiliki masyarakat terhadap RKPD 

f. Pelibatan media 

g. Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi penerapan 

perencanaan partisipatif 

h. Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan 

keputusan, seperti: perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan 

tujuan, strategi, dan kebijakan dan prioritas program 

3.  Pendekatan Politis 

Pendekatan politis bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut : 

a. Konsultasi dengan Kepala Daerah untuk penerjemahan yang tepat, sistematis 

atas visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, 

dan program pembangunan daerah 

b. Keterlibatan aktif DPRD dalam proses penyusunan RKPD 

c. Jaring aspirasi masyarakat (reses) oleh DPRD merupakan bagian integral dari 

proses penyusunan RKPD 

d. Pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan RKPD 
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e. Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD yang 

setelah ditetapkan akan mengikat semua pihak sebagai acuan dalam 

penyusunan RAPBD 

4.  Pendekatan Bottom-up 

Pendekatan bottom-up bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut: 

a. Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi 

dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih 

b. Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat 

tentang prioritas pembangunan daerah 

c. Mempertimbangkan hasil Forum OPD 

5.  Pendekatan Top-down 

Pendekatan top-down bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut: 

a. Sinergi dengan RKP dan RENJA K/L 

b. Sinergi dan konsistensi dengan RPJMD maupun RPJPD 

c. Sinergi dan konsistensi dengan RTRWD 

d. Penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan pendekatan sistem 

e. Sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan 

global seperti Millenium Development Goals (MDGs), Sustainable Development, 

pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), 

dan sebagainya. 

 

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan 

 Setelah dilakukan penyusunan rancangan awal RKPD, terdapat proses analisis 

dan penyesuaian antara rancangan awal RKPD dengan hasil musyawarah perencanaan 

pembangunan. Hal tersebut menjadi pertimbangan dalam penyesuaian RKPD antara 

lain usulan serta masukan dari Bappeda dan PKP Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku 

melalui rangkaian proses Rapat Kerja (Forum) OPD tersebut. Adapun perbandingan 

antara Rancangan Awal RKPD 2024 dengan usulan Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Provinsi Maluku Tahun 2024 dengan hasil analisis adalah sesuai Tabel-5 

(Terlampir Tabel-5) . 
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BAB III 

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

3.1.  Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

Tujuan dan sasaran Renja Dinas PKP 2024 pada dasarnya harus sinergis dengan 
prioritas pembangunan Provinsi Maluku sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD 
dalam rangka mendukung percepatan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan 
nasional. 

 

NO TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR TUJUAN / 

SASARAN (IKU) 
SATUAN TARGET 

 

1 2 3 4 5 7  

1 

Mewujudkan 
profesionalisme 
dan peningkatan 
pelayanan aparatur. 

Meningkatnya Capaian Indikator 
sasaran Dinas PKP 

Capaian Nilai SAKIP Dinas PKP Grade A  

Presentase Indikator Sasaran 
Dinas PKP yang tercapai 

% 100  

Terwujudnya tata kelola 
pemerintahan yang efektif, efisien 
dan akuntabel 

Presentase Kesesuaian 
Dokumen Perencanaan dan 
Penganggaran 

% 100  

2 

Meningkatkan 
kualitas sarana dan 
prasarana 
perumahan dan 
kawasan 
permukiman 

Terwujudnya keswadayaan MBR 
untuk pembangunan dan 
peningkatan kualitas hunian 

Presentase Penyediaan Rumah 
Layak Huni (Backlog dan RTLH) 
terhadap jumlah rumah di 
Maluku  

% 29,64  

Rasio Rumah Layak Huni % 70,36  

Tertatanya kawasan permukiman 
kumuh 

Presentase luasan kawasan 
kumuh yang tertangani 
terhadap total luasan kawasan 
kumuh di Maluku 

% 67,73 

 

 

  
Presentase Luasan Kawasan 
Kumuh Terhadap luas wilayah 
Maluku 

% 74,73 
 

 

Terlaksananya Pembinaan dan 
pengawasan pembangunan 
perumahan dan kawasan 
permukiman 

Meningkatnya sinergitas 
antara Pemerintah Provinsi 
dengan Pemerintah 
Kabupaten/Kota 

% 100  

 

 

 

 

 

Tabel Tujuan dan Sasaran Dinas PKP Provinsi Maluku Tahun 2024 
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3.2. Program dan Kegiatan 

a.  Program dan Kegiatan 

Pada tahun 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku 

merencanakan 5 (Lima) Program, 11(Sebelas) Kegiatan dan 23 (Dua Puluh Tiga) Sub 

Kegiatan yang termasuk dalam 1 Prioritas Daerah, yakni Prioritas I : Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran, dengan Program Priotitas I.1 : 

Program Pengembangan Perumahan. 

Selengkapnya usulan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku 

Tahun 2024 dapat dilihat pada usulan Rencana Kerja OPD (Terlampir Tabel-6). 

b.  Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan 

 Rencana lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Provinsi Maluku Tahun 2024 tersebar di seluruh 11 (sebelas)  

Kabupaten/Kota. 

c.  Jumlah Pagu Indikatif 

Rencana kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Tahun 2024 sebesar                   

Rp. 30.122.451.447,- (Tiga Puluh Miliar Seratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima 

Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah). 
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BAB IV 

PENUTUP 

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan 

berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata 

dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang 

mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dengan 

keterlibatan lebih banyak para pelaku (stakeholders) dalam menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan 

mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down 

effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.  

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku 

ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun dalam rangka menunjang tercapainya 

Visi dan Misi Provinsi Maluku serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan 

melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 

2024. Rencana Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif didalam Renja Dinas Perumahan 

dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi 

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka pembangunan dan pelayanan 

masyarakat. 

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi 

Maluku Tahun 2024 maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya 

penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkanakan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan 

sinergis serta berkelanjutan. 
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NAMA OPD :  DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Persentase Warga negara korban 

bencana yang memperoleh rumah 

layak huni

% 100 100 100 100 100 100 100 100

2

Presentase  Warga negara yang 

terkena relokasi akibat program 

pemerintah daerah provinsi yang  

memperoleh fasilitas penyediaan 

rumah layak huni

% 100 100 100 100 100 100 - -

Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman

3
Cakupan Ketersediaan Rumah 

Layak Huni
% 73,93 73,93 73,95 74,01 74,04 74,13 74,37 74,24

4

Cakupan Prasarana dan Sarana 

Dasar Perumahan yang Tertangani 

PSU

% 10,7 10,7 14,43 11,12 16,35 11,42 22,47 16,07

5
Presentase Pengurangan Luas 

Kawasan Permukiman Kumuh
% 63,45 63,45 67,67 63,68 68,07 68,07 68,21 68,26

2021 2022

LAMPIRAN TABEL - 1

No.

Aspek Fokus Bidang Urusan 

Indikator Kinerja Pembangunan 

Daerah

SATUAN

2019 2020



LAMPIRAN TABEL - 2



LAMPIRAN TABEL - 3

 

Target Renja 

Perangkat 

Daerah Tahun 

2022

Realisasi Renja 

Perangkat 

Daerah Tahun 

2022

Tiangkat 

Realisasi 

(%)

Realisasi capaian 

program dan 

kegiatan s/d 

Tahun 2023

Tingkat Capaian 

Realisasi Target 

Renstra (%)

1 5 6 7 8 10 11 11 11 11 11

1
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase Urusan 

Pemerintahan yang 

dilaksanakan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Perencanaan Penganggaran dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan LKPJ, LKIP, 

DPA, DPPA, Buku Evaluasi, 

RKA dan LPPD

7 Laporan 7 Laporan 100% 100%

Jasa Tenaga Komputer 7 Orang 7 Orang 7 Orang 7 Orang

Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Tersedianya Gaji dan 

Tunjangan ASN
N/A 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%

Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

 -  Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah jenis komponen 

listrik/penerangan
N/A 11 item 11 item 100% 100% 11 item 11 item 100%

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas PKP dan Pencapaian RENSTRA Dinas PKP Sampai Dengan Tahun 2023 Provinsi Maluku

No Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Indikator Kinerja program 

(oudcome)/Kegiatan 

(output)

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 

Program Dan 

Keluaran 

Kegiatan s/d 

dengan Tahun  

2021

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan Tahun 2022
Tingkat 

Realisasi 

s/d Target 

Akhir 

Renstra 

2019-2024

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

N/A 100% 100%

Target 

Program

Dan Kegiatan

Renja Tahun

2023

Perkiraaan Realisasi Capaian 

Target Renstra Perangkat Daerah 

s/d Tahun 2023

Ket.

100%

32 Orang 32 Orang 100% 100% 32 Orang 32 Orang 100%
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah 

pada SKPD
Jasa Tenaga Komputer N/A



Target Renja 

Perangkat 

Daerah Tahun 

2022

Realisasi Renja 

Perangkat 

Daerah Tahun 

2022

Tiangkat 

Realisasi 

(%)

Realisasi capaian 

program dan 

kegiatan s/d 

Tahun 2023

Tingkat Capaian 

Realisasi Target 

Renstra (%)

1 5 6 7 8 10 11 11 11 11 11

No Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Indikator Kinerja program 

(oudcome)/Kegiatan 

(output)

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 

Program Dan 

Keluaran 

Kegiatan s/d 

dengan Tahun  

2021

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan Tahun 2022
Tingkat 

Realisasi 

s/d Target 

Akhir 

Renstra 

2019-2024

Target 

Program

Dan Kegiatan

Renja Tahun

2023

Perkiraaan Realisasi Capaian 

Target Renstra Perangkat Daerah 

s/d Tahun 2023

Ket.

 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah orang yang 

mengikuti rapat (Makan 

Minum Rapat)

N/A 670 Orang 670 Orang 100% 100% 670 Orang 670 Orang 100%

 - Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Cetakan dan 

Penggandaan
N/A 3 Jenis 3 Jenis 100% 100% 3 Jenis 3 Jenis 100%

 - Penyediaan Bahan/Material Jumlah jenis ATK 60 Item 60 Item 100% 100% 60 Item 60 Item 100%

 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

Jumlah Aparatur yang 

melakukan koordinasi 

rapat luar dan dalam 

daerah

85 Orang (Luar 

dan Dalam 

Daerah)

85 Orang (Luar 

dan Dalam 

Daerah)

100% 100%

68 Orang 

(Luar dan 

Dalam 

Daerah)

68 Orang (Luar 

dan Dalam 

Daerah)

100%

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber 

Daya Air dan Listrik

Jasa Komunikasi Sumber 

daya Air dan Lisrik
2 Rekening 2 Rekening 100% 100% 2 Rekening 2 Rekening 100%

 -  Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor

Jumlah Jasa Tenaga 

Kebersihan Kantor
5 Orang 5 Orang 100% 100% 5 Orang 5 Orang 100%

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Dinas

Roda Dua 13 

Unit dan Roda 

Empat 5 Unit

Roda Dua 13 

Unit dan Roda 

Empat 5 Unit

100% 100%

Roda Dua 13 

Unit dan 

Roda Empat 

5 Unit

Roda Dua 13 

Unit dan Roda 

Empat 5 Unit

100%



Target Renja 

Perangkat 

Daerah Tahun 

2022

Realisasi Renja 

Perangkat 

Daerah Tahun 

2022

Tiangkat 

Realisasi 

(%)

Realisasi capaian 

program dan 

kegiatan s/d 

Tahun 2023

Tingkat Capaian 

Realisasi Target 

Renstra (%)

1 5 6 7 8 10 11 11 11 11 11

No Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Indikator Kinerja program 

(oudcome)/Kegiatan 

(output)

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 

Program Dan 

Keluaran 

Kegiatan s/d 

dengan Tahun  

2021

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan Tahun 2022
Tingkat 

Realisasi 

s/d Target 

Akhir 

Renstra 

2019-2024

Target 

Program

Dan Kegiatan

Renja Tahun

2023

Perkiraaan Realisasi Capaian 

Target Renstra Perangkat Daerah 

s/d Tahun 2023

Ket.

Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah 

Korban Bencana atau Relokasi Program 

Provinsi

 - Pembangunan Rumah bagi Korban 

Bencana

Jumlah Rumah Layak Huni 

yang dibangun bagi 

korban bencana

25 Unit 25 Unit 37% 37% 55 Unit 55 Unit 29,64%

3
PROGRAM PEMBANGUNAN 

PERMUKIMAN

Presentase pengurangan 

luasan kawasan kumuh
68,26% 68,26% 68,26% 68,26% 67,73% 67,73% 67,73%

Penataan Kawasan Permukiman 

Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha 

sampai dengan di Bawah 15 (Lima 

Belas) Ha

Jumlah Laporan Pokja PKP 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

Jasa Tenaga Komputer 25 Orang 25 Orang 25 Orang

4

Jumlah Rumah Tidak Layak 

Huni yang ditingkatkan 

kualitasnya

216 Unit 216 Unit 74,24% 74,24% 70,36% 70,36% 70,36%

Presentase pengurangan 

luasan kawasan kumuh
68,26% 68,26% 68,26% 68,26% 67,73 % 67,73 % 67,73 %

2
PROGRAM PEMBANGUNAN 

PERUMAHAN

Jumlah Rumah Layak Huni 

yang ditingkat kualitasnya

 - Penyusunan/Review/Legalisasi 

Kebijakan Bidang PKP
100% 100% 100% 100%

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN



Target Renja 

Perangkat 

Daerah Tahun 

2022

Realisasi Renja 

Perangkat 

Daerah Tahun 

2022

Tiangkat 

Realisasi 

(%)

Realisasi capaian 

program dan 

kegiatan s/d 

Tahun 2023

Tingkat Capaian 

Realisasi Target 

Renstra (%)

1 5 6 7 8 10 11 11 11 11 11

No Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Indikator Kinerja program 

(oudcome)/Kegiatan 

(output)

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 

Program Dan 

Keluaran 

Kegiatan s/d 

dengan Tahun  

2021

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan Tahun 2022
Tingkat 

Realisasi 

s/d Target 

Akhir 

Renstra 

2019-2024

Target 

Program

Dan Kegiatan

Renja Tahun

2023

Perkiraaan Realisasi Capaian 

Target Renstra Perangkat Daerah 

s/d Tahun 2023

Ket.

Peningkatan Kualitas Kawasan 

Permukiman Kumuh dengan Luas 10 

(Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 

15 (Lima Belas) Ha

 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 

dalam Kawasan Permukiman dengan 

Luas

Jumlah Rumah Tidak Layak 

Huni yang ditingkatkan 

kualitasnya

216 Unit 216 Unit 74,24% 74,24% 40 Unit 40 Unit 70,36%

 - Pelaksanaan Pembangunan 

Pemugaran/ Peremajaan Permukiman 

Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha 

sampai dengan di Bawah 15 (Lima 

Belas) Ha

Luasan kawasan 

permukiman kumuh yang 

ditata

3,78 Ha 3,78 Ha 100% 68,26% 0,17 Ha 0,17 Ha 67,73%

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA 

SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Presentase pengurangan 

luasan kawasan kumuh
68,26% 68,26% 68,26% 68,26% 67,73% 67,73% 67,73%

Urusan Penyelenggaraan PSU 

Permukiman

 - Penyediaan Prasarana Sarana dan 

Utilitas Umum di Permukiman untuk 

Menunjang Fungsi Permukiman

Panjang Saluran Drainase 

yang dibangun
2.708 M2 2.708 M2 68,26% 68,26% 1.004 M2 1.004 M2 67,73%

 - Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan 

PSU Permukiman

Panjang Jalan Lingkungan 

yang dibangun
4.821 M2 4.821 M2 68,26% 68,26% 5.039 M2 5.039 M2 67,73%



Target Renja 

Perangkat 

Daerah Tahun 

2022

Realisasi Renja 

Perangkat 

Daerah Tahun 

2022

Tiangkat 

Realisasi 

(%)

Realisasi capaian 

program dan 

kegiatan s/d 

Tahun 2023

Tingkat Capaian 

Realisasi Target 

Renstra (%)

1 5 6 7 8 10 11 11 11 11 11

No Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Indikator Kinerja program 

(oudcome)/Kegiatan 

(output)

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 

Program Dan 

Keluaran 

Kegiatan s/d 

dengan Tahun  

2021

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan Tahun 2022
Tingkat 

Realisasi 

s/d Target 

Akhir 

Renstra 

2019-2024

Target 

Program

Dan Kegiatan

Renja Tahun

2023

Perkiraaan Realisasi Capaian 

Target Renstra Perangkat Daerah 

s/d Tahun 2023

Ket.

PROGRAM PERENCANAAN 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

PEMBANGUNAN DAERAH

Presentase Peningkatan 

Akuntabilitas Kinerja Dinas
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Penyusunan Perencanaan dan 

Pendanaan

 - Koordinasi Pelaksanaaan Forum 

SKPD/Lintas SKPD

Jumlah Aparatur 

Prov/Kab/Kota yang 

mengikuti Forum SKPD 

Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman

86 Orang 86 Orang 100% 100% 92 Orang 92 Orang 100%



Tahun        

2021

Tahun 

2022

Tahun 

2023

Tahun 

2024

Tahun 

2021

Tahun 

2022

Tahun 

2023

Tahun 

2024

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Program Pengembangan Perumahan -

1

Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah 

Korban Bencana atau Relokasi 

Program Provinsi

Fasilitasi Penyediaan Rumah yang 

Layak Huni bagi Masyarakat yang 

terkena relokasi program 

Pemerintah Daerah Provinsi

100%

Persentase warga negara yang 

terkena relokasi  akibat 

program pemerintah Daerah 

provinsi yang memperoleh 

fasilitasi penyediaan rumah 

layak huni

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2
Pembangunan Rumah Bagi Korban 

Bencana

Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah 

yang Layak Huni Bagi Korban 

Bencana Provinsi

100%

Persentase warga negara korban 

bencana yang memperoleh 

rumah  layak huni 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi capaian Proyeksi

Catatan 

Analisis

LAMPIRAN TABEL - 4

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku

No Indikator Penerima Layanan Dasar

SPM/stan 

dan 

Nasional

IKK
Capain 

Tahun 2022



1 4 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 12.417.651.447            

1 4 1 101 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 800.000.000                  

1 4 1 102 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.200.000.000              

                   200.000.000 

Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan Tersediannya Dokumen Perencanaan OPD

1 04 01 1.01 01

Output Kegiatan

Lokasi 

Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Pagu Indikatif BIDANGKode

1.01 03

SEKRETARIAT

1 04 01 1.01 02

Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
Tersediannya Dokumen Renstra dan Renja 

OPD

                   150.000.000 SEKRETARIAT

                   150.000.000 SEKRETARIAT

1 04 01 1.01 06

Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Terpenuhinya Laporan Evaluasi OPD

                   300.000.000 SEKRETARIATKoordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Belanja sewa internet (astinet) Telkom dan 

pengadaan peralatan gedung kantor 

penunjang website 

1 04 01

1 04 01 1.02 01

                6.200.000.000 SEKRETARIATPenyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

LAMPIRAN TABEL - 6

Program/ Kegiatan

Target

1 Dokumen

7 Paket Dokument

7 Paket Dokument

6 Sambungan 

Indhome dan 

hosting website

12 Bulan
Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai 

Negeri Sipil

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Provinsi Maluku

Unit Organisasi : 1.04.5.01.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Sub Unit Organisasi : 1.04.5.01.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kota Ambon

Kota Ambon

Kota Ambon

Kota Ambon

Kota Ambon



Output Kegiatan

Lokasi 

Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Pagu Indikatif BIDANGKode Program/ Kegiatan

Target

1 4 1 103 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 220.000.000                  

1 4 1 106 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.168.257.344              

1 4 1 108 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.611.742.656              

1 04 01 1.03 06

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Prov. Maluku                    220.000.000 SEKRETARIAT

1 04 01 1.06 01

                     10.000.000 SEKRETARIATPenyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1 04 01 1.06 04

1.06 05

                     25.000.000 SEKRETARIATPenyediaan Bahan Logistik Kantor 300 Orang

                     25.000.000 SEKRETARIAT

1 04 01 1.06 07

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

                     40.000.000 SEKRETARIATPenyediaan Bahan/Material

3 Jenis

65 Item 

1 04 01

Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi Dalam daerah 

Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi Luar daerah Tersedianya 

Jasa Tenaga Administrasi Kantor dan 

Teknis Lainnya 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1 04 01 1.06 09

04 01 1.08 02

                1.068.257.344 SEKRETARIAT

                   150.000.000 SEKRETARIAT

1 04 01 1.08 04

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya alat komunikasi listrik dan air 

bagi bagunan kantor selama 12 bulan

                3.461.742.656 SEKRETARIATPenyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi 

Kantor dan Teknis Lainnya demi 

meningkatan kualitas Pelayanan pada 

Kantor Dinas PKP Provinsi Maluku

1

Tersedianya alat tulis kantor bagi 

kebutuhan kantor dinas PKP

Tersedianya cetak dan penggandaan 

selama 12 bulan

Tersedianya makanan dan minuman untuk 

konsumsi rapat dalam Dinas PKP

Tersedianya Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

selama 12 bulan

22 Orang (Dalam 

Daerah)

15 Item

Terlaksananya Penataan Aset- aset Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Provinsi Maluku Tersedianya Jasa 

Pengaman Kantor Tenaga Administrasi 

dan Teknis Lainnya

Kota Ambon

Kota Ambon

Kota Ambon

Kota Ambon

Prov. Maluku

Kota Ambon

Kota Ambon99 Orang

80 Orang (Luar dan 

Dalam Daerah)

2 Sambungan Listrik



Output Kegiatan

Lokasi 

Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Pagu Indikatif BIDANGKode Program/ Kegiatan

Target

1 4 1 109 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 417.651.447                  

1 4 2 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 5.697.000.000              

1 4 2 103 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 5.697.000.000              

1 04 02 1.03 04
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Terbangunnya rumah layak huni 60 Unit Prov. Maluku                 5.697.000.000 RUMAH SWADAYA

1 4 3 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 5.851.400.000              

1 4 3 101 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 500.000.000                  

1 04 03 1.01 09

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman

Terlaksananya Kegiatan Pokja PKP Provinsi 

Maluku dan Review RP3KP 
1 Dokumen Prov. Maluku                    250.000.000 SEKRETARIAT

1 4 3 102 5.351.400.000              

1 04 03 1.02 03
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 

(Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

Peningkatan Kualitas Rumah menjadi layak 

huni
45 Unit Prov. Maluku                 2.683.800.000 RUMAH SWADAYA

1 04 03 1.02 07
Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 

10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
Tertatanya kawasan permukiman Kumuh …. Paket Prov. Maluku                 2.667.600.000 

KAWASAN 

PERMUKIMAN

1 4 5 5.756.400.000              

1 4 5 101 5.756.400.000              

1 04 05 1.01 02

Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang 

Fungsi Permukiman

Terbangunnya Drainase dikawasan 

permukiman kumuh
…. Paket Prov. Maluku                 1.058.400.000 

PRASARAN & 

PEMBIAYAAN

                   150.000.000 SEKRETARIAT

1 04 01 1.09 09

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

                   267.651.447 SEKRETARIATPemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1 04 01 1.09 01

1 04 03 1.01 08

                   250.000.000 SEKRETARIAT

Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

1 DokumenPenyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP

Terlaksananya kegiatan Klinik PKP 

Terlaksananya Kemitraan KLD (Kementrian 

dan Lembaga Daerah) Media Masa dan 

Masyarakat dalam Rangka Rencana dan 

Pengembangan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman dan Rawan Bencana

Terehabilitasinya gedung kantor Dinas PKP 

Provinsi Maluku

Terpeliharanya kendaraan dinas/ 

operasional
Kota Ambon

Kota Ambon

Prov. Maluku

Roda Dua 13 Unit 

dan Roda Empat 5 

Unit

1 Gedung Kantor 

Dinas PKP

Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
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